
PRODUK HUKUM

a) Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Knerja Instansi

Pemerintahan;

e) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h) Surat Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i) Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

j) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

k) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 16

Desember 2013  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

l) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

m) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Kedudukan,

Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan  Kepegawaian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

n) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:

889/48/BKD/PDE/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara TImur Tahun 2013-2018


